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WALIK-OTA KEptRt
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR V'2 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 59 TAHUN 2OO9

TENTANG PEDOMAN PELAKSANMN PENYERTAAN MODAL MEI-A.LUI

PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL

Menimbang : a.

DAN MENENGI.H DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

bahwa pengatuian jasa giro atas dana penyertaan modal nplalui

Program Pemberdayaan lGpada Koperasi, Usaha Miko, Kecil dan

Menengah yang ditempatkan pada bank pelaksana belum diatur

secam jelas dalarn Perafunan Walkota Kediri Nomor 59 Tahun 2009;

bah\^/a berdasarkan perti,mUantian sebagairnana dirnaksud dahm

huruf a perlu nrenc.tapkan Perat'nan Watkota tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penr/ertaan Modal Melalui Program

Pemberdayaan Kepada Kopenas, Usal'ra Mlko, lGcildan ttlenengah

diKob Kediri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Drerah daerah Kota Besardahm linakunaan ProninsiJavra Timur,Jaua

Tengah,Jawa Earat dan dalam Daerah ldimeua Yogyakarta (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nonror45 ):

Undang-Undang Nomror 25 lahun 1992 bntarg Petkopenasian

(Lembaran Negara Rl Tahun '1992 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3502);

UrdangFurdang Nlcrmr 17 Tahun 2003 bnhg t<atargr.n tllegafia

(Lembaran Negara Tahun 2@3 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

Mengingat : 1.

b.

o



4. Undang-Undang Nonpr 1 Tahun 2A0l- tentang Pertpndaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a355);

Undang-Undarrg Nomor 10 Tahun 200,4 tenbng Pembenfukan

Peratr:ran Penndangrundargan (Lernbanan Negana Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor a389);

lJndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan larggung Ja^ab tGuargan tlegnra (Lembann

Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun zO0/. tentang Sistem

Perencanaan Funtnrgurun Nasicnal (l-enrbanan Negana Tahun 2004

Nomor 104, Tanrbafran Lenrbaran Nlegan Nmtor4421);

UndangUndang N.rmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembenan Negara Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan

Lembanan lrlegae Nfitor 437), sebagairnana blah beberapa kali

diubah terakhir dengan UndangUndang Nonror 12 Tahun 2008

(Lembaran Nqlara Tahun 20QB Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a8a0;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentrang Perimbangan

Keuangan antata Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negana Tahun 2C104 Nonror 126, Tambahan L.embaran

Negara Nomot'4438);

Urdangr-Undarrg Noffor 20 Tatrun 2008 bntang l.Jsaha Mikn"', lGcil dan

Menengah iLembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

11. Perafur:an Penrerinlah Nonror 32 Tahun 1998 tmtarg Pembinaan dan

PerrgernbargAn Useha l(ecil (lenrbaran i.legAra I Tahun 1998 Nomor

46, Tambahan Lentbaran Negara Nomor 37a3);

12. Peraturan Penterintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal

Prenyerbaan pacia tGpetai (Lenbanan l.legana Tahun 1998 t'lcrmr

4T,Tambahan lernhnan l,legara l'.lomor 3740);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200b tentang standart
Akunbnsi Pemenntatnn (Lembanan Negara Tahun 2@5 Ncmor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor aSffi);

14. Penah.rnan Pererirt*r t{qnor sB T*m 20os brttrtg pergebhar

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200s Nonror 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4STg);

15. Peraturan Pemerintah Nqncr 8 Tahun 2007 tentang lnvestasi

Penrerirbh (lenbaran Nlegara Tdlun 2m7 Nmor 24, Tanb*ran

Lembaran Nega:a Nomor 4G98);

16. Peratunan Pernerir,bh tlornor 38 Tahn 2002 bntang penr@ian

Urusan Penrerintahan anhna Penrerintah, Pernerintahan herah
Provinsi clan Pe,rerintahan Da€frah lGbupabrfiota (Lernbaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737)

17. Peratrnan Penerhtah Nlnns 39 Tahun 2007 bflbng Pengehhar UarB

tJegara / Daerah (tmrberan Nl€gafiaTatrun?W l,lomor83, Tambahan

l-embaran Nega;a Ncmor 4738) ;

18. Peraturan fMenbri Dakn tlegeri'tlsnor 13 Tahun zOm bntang

Pedcxnan Perqpk'han l(eJangan k€h sebaginana bffr dfubdt

dergan Perdrran tvlenHr tlahm l.leged tlqrprs9 T*rw2ff.7:

19. Perafuran Menteri Negar:a Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Republik lndonesia Nomor 14lPerlM.KUKMMill2008 tentang

Petunjuk Teknb Dana Penjaminan Kredit dan Pembiapan untuk

Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah ;

20. Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan lvlenengah

Republik lndoneia Nomor 30/Per/M.KUKtWllE007 tentang

Petunjuk Teknb Perlcsbn Pennodabn lGperai, tbaha l(ecil dan

Itlenengah dan tsr@n Keuangannya dengan Pen),edkran ltlodal Awal

dan Pendanaan Melalui Lembaga ModalVentura ;

21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok Pengelohan Keuangan Daenh (Lembanan Daerah KG
Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Deoember 2006 f{ornor 3/A),

sebagaimana telah diubah dengan PeraUran Daenah Kc'fa Kedfoi
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Nornor 10 Tahun 2007 (tcrbanan Daerah l(ffi t<edid Tatrun 2ffil f{crrpr

10,'Ianbahan Lsdluan kah l{qrs 10 ) ;

22. Peraturan Daeralr Kota Kedid Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Modal Penyerlaan Pemerintah Daerah Melalui Program

Pemberdayaan kepada koperasi,usaha mikro,kecil dan

Menengah (Lembanan Daenah Kota Kediri Tahun 2007 Nonror 19,

Tambahan Lembarrn Daerah Nomor 19) sebagaimana telah

diubah bebelapa kali bral<hir dengan Peratrnan Daerah l(ffi lGdiri

Nomor 22Tahun 2009.

23. Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pela,ksanaan Penyertaan Modal Melalui Program

Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mkro, Kecil dan

Menengah diKoh Kedid.

Merrc'tapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALIKOTA KEDIRI NOi/lOR 59 TAHUN 2OO9 TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PEN'/ERTAAN .MODAL MELALUI PROGRAM

PEMBERDAYAAN KEPNDA KOPERASI, USAhIA MIKRO, 
'GCIL 

DAN MENENGAH DI

KOTAKEDIRI. '

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penyertaan Modai Melalui Program Pemberdayaan Kepada Kopermi,

Usaha Miko, KecilDan Menengah DiKob lGdiridiubah oebagai berikut :

Setelah Pasal 16 ditambah pasal baru yaitu Pasal 16 A, berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 16 A

(1) Bank pelaksana yang ditunjuk yang merupakan bank umum wajib m€,mberikan

jasa giro atas dana penyertaan modalyang ditempatkan pada bank pelaksana.

(2) Besaran jasa giro sebagainrana dimakeud pada ayat (1) mengacu pada

ketentuan perbankan yang ber,aku.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) adalah bank

pelaksana yang bukan bank umu;n.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penglundangan per:aturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berib'Daenh Kcfra l(ediri.

Dibtapkan di lGdiri

pada tansgal il s AU6 2011

aNr{.Mc|rAKEUR, 
tL

('r

Diundangkan di Kediri

padatanggal t ir i\tJLi ?rl1l

ptt. SEKRETARTS DAERAH KOTA KEDtRt,

t LEMBARAN DAEMH KO]N KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR .bb
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